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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Kekuatan memaksa dari pelaksanaan rekomendasi Ombudsman adalah  paksaan 

yang berangkat dari Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia, dimana ada konotasi “wajib” dan “akan dikenakan sanksi” jika 

rekomendasi itu tidak dilaksanakan. Namun, kekuatan memaksa dari Ombudsman ini 

tidak di perkuat dengan dibentuknya parlementari Ombudsman, sehingga sanksi 

paling tinggi yang dikenakan saat rekomendasi tidak dilaksanakan adalah 

memberitahukan kepada DPR dan/atau Presiden untuk kemudian dibentuk kelompok 

khusus yang menangani permasalah tersebut. Kekuatan memaksa ini didasari dengan  

adanya kekuatan mengikat secara hukum dan secara moral yang merupakan 

implementasi dari Undang Undang.  

B. Saran  

Bagi lembaga legislatif, diharapkan dapat mempertimbangkan untuk dapat 

melakukan peninjauan terhadap ketentuan hukum didalam ketentuan Ombudsman 

Republik Indonesia, dengan mengganti artian dari Rekomendasi Ombudsman, 

sehingga bukan hanya merupakan saran, yang secara terminologi di artikan sebagai 

suatu masukan/pendapat yang dapat dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, 

ataupun merubah diksi ”rekomendasi” menjadi suatu “ketetapan” Ombudsman, yang 

memang ditujukan untuk perseorangan, sehingga jika dilihat itu merupakan produk 

akhir dengan tindakan yang mengikat dan memaksa tanpa perbedaan artian 

terminologi didalamnya, dapat juga diberikan karakteristik yang bersifat final dan 

tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun atas produk akhir tersebut. 
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